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ABSTRAK 

 

Baiq Annisa Agna Hidayati. 2023. Problem Implementasi Taukil Wali sebab Wali berada di

 tempat jauh (studi pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pray

  Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, NTB ). Skripsi, program Studi Hukum

 Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang.

 Pembimbing 1: Humaidi, M.HI. Pembimbing 2: Dwi Ari Kurniawati, S.H., M.H. 
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 Wali di dalam sebuah pernikahan yaitu salah satu rukun nikah yang harus terpenuhi, 

jikalau tidak adanya wali maka pernikahan tersebut dianggap batal atau tidak sah. Dalam PMA 

Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 12 ayat 5 dijelaskan bahwa apabila wali tidak bisa menghadiri 

akad nikah, maka diharuskan untuk membuat surat Taukil wali dengan disaksikan oleh dua 

orang saksi dan juga dihadapan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN sesuai dengan 

dimana wali itu berada. Hal yang mengakibatkan seorang wali tidak dapat menghadiri akad 

nikah adalah keberadaan wali jauh di tempat lokasi akad nikah, wali bekerja di luat kota, 

keadaan wali dengan keadaan tidak sehat (sakit), wali tidak dapat di hubungi karena kendala 

sinyal dimana wali berada. Dengan adanya permasalahan-permasalahan ini, maka peneliti 

mengangkat permasalahan yang terjadi mengenai Taukil wali sebagaimana sudah dijelaskan 

dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019. 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan 

metode penelitian yang dapat digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang 

berasal dari masalah masalah sosial atau kemanusiaan (Nugrahani, 2014:25). Dari penelitian 

ini menghasilkan data berupa pandangan serta penerapan dari PMA Nomor 20 Tahun 2019. 

Sedangkan data yang digunakan adalah data primer dari hasil wawancara peneliti dengan 

Kepala KUA Praya Barat Daya dan para informan taukil wali. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Konsep dan aturan taukil wali dalam Peraturan 

Mentri Agama Nomor 20 Tahun 2019 sudah sesuai dengan apa yang tertulis dalam Peraturan 

Mentri Agama tersebut, yang mana jikalau seorang wali nasab  yang tidak bisa menghadiri 

akad pernikahan calon mempelai perempuan maka diharuskan untuk membuat surat 

penandatanganan taukil wali dengan disaksikan dua orang saksi, dan juga dihadapan Kepala 

KUA domisili/wilayah wali tinggal. Hal ini dilatarbelakangi dengan beberapa alasan (udzur). 

Peran Kepala KUA dalam problem taukil wali karena jarak jauh dan sakit adalah dengan 

menjadi wali hakim dan ini sesuai dengan Peraturan Mentri Agama RI Nomor 30 Tahun 2005 

tentang wali hakim, menyatakan bahwa pasal 1 ayat (2) wali hakim adalah Kepala Kantor 

Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali 

nikah bagi calon mempelai Wanita yang tidak mempunyai wali. 

 



ABSTRACT 

 

Baiq Annisa Agna Hidayati. 2023. The Problem of Implementing Taukil Wali because the

 Wali is far away (study of the views of the Head of the Office of Religious Affairs in

 Praya Barat Daya District, Central Lombok Regency, NTB). Thesis, Islamic Family

 Law Study Program, Faculty of Islamic Religion, Islamic University of Malang.

 Advisor 1: Humaidi, M.HI. Advisor 2: Dwi Ari Kurniawati, S.H., M.H. 

Keywords: Implementation, Taukil Wali, Nasab Wali, KUA 

A guardian in a marriage is one of the pillars of marriage that must be fulfilled, if 

there is no guardian then the marriage is considered null and void. In PMA Number 20 of 

2019 Article 12 paragraph 5 it is explained that if the guardian cannot attend the marriage 

ceremony, then he is required to make a Taukil letter for the guardian witnessed by two 

witnesses and also before the Head of the KUA District/Penghulu/PPN LN according to 

where the guardian is located . Things that result in a guardian not being able to attend the 

marriage ceremony are the presence of the guardian far away at the location of the marriage 

contract, the guardian working outside the city, the guardian's condition in an unhealthy 

condition (illness), the guardian cannot be contacted because of signal problems where the 

guardian is. With these problems, the researcher raised the problem that occurred regarding 

Taukil Wali as explained in PMA Number 20 of 2019. 

This study uses a qualitative approach. Qualitative research is a research method that 

can be used to explore and understand the meaning that comes from social or humanitarian 

problems (Nugrahani, 2014:25). This research produced data in the form of views and 

implementation of PMA Number 20 of 2019. Meanwhile, the data used is primary data from 

the results of interviews with researchers with the Head of KUA Praya Barat Daya and the 

taukil guardian informants. 

The results of this study indicate that the concept and rules of taukil wali in the 

Minister of Religion Regulation Number 20 of 2019 are in accordance with what is written in 

the Minister of Religion Regulation, which if a nasab guardian cannot attend the marriage 

contract of the prospective bride, then he is required to make a letter signing of the taukil 

guardian in the presence of two witnesses, and also before the head of the KUA in the 

domicile/area the guardian resides in. This is motivated by several reasons (udzur). The role 

of the Head of the KUA in the taukil wali problem due to long distance and illness is to 

become a judge's guardian and this is in accordance with the Regulation of the Minister of 

Religion of the Republic of Indonesia Number 30 of 2005 concerning judge's guardian, 

stating that article 1 paragraph (2) the judge's guardian is the Head of the District Religious 

Affairs Office who appointed by the Minister of Religion to act as marriage guardian for 

prospective brides who do not have guardians. 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Konteks Penelitian 

Perkawinan atau nikah menurut bahasa ialah berkumpul dan bercampur. Menurut 

istilah syara’ ialah ijab dan qabul (‘aqad) yang menghalalkan persetubuhan antara laki-laki 

dan perempuan yang diucapkan oleh kata-kata yang menunjukkan nikah, menurut 

peraturan yang ditentukan oleh Islam. Kata nikah menurut bahasa al-jam’u dan al- dhamu 

yang artinya kumpul. Makna nikah (zawaj) bisa diartikan dengan aqdu al-tazwij yang 

artinya akad nikah. juga bisa diartikan (wath’u al- zaujah) bermakna menyetubuhi istrinya. 

Devinisi di atas juga hampir sama dengan yang dikemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa 

kata nikah berasal dari bahasa arab “nikāhun” yang merupakan masdar atau dari kata kerja 

(fi’il madhi) “nakaha” sinonimnya “tazawwaja” kemudian diterjemahkan dalam bahasa 

Indonesia sebagai perkawinan (Siregar,2022:528). 

Dalam bahasa Indonesia “perkawinan” berasal dari kata “kawin” yang menurut 

bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin 

dan bersetubuh. Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses 

pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan qabul 

(pernyataan penerimaan dari pihak lelaki). Selain itu, nikah bisa diartikan sebagai 

bersetubuh. 

Pernikahan adalah sunnah Rasul yang apabila dilaksanakan akan mendapat pahala 

tetapi apabila tidak dilakukan tidak mendapatkan dosa tetapi dimakruhkan karena tidak 

mengikuti sunnah Rasul. Arti dari pernikahan adalahbersatunya dua insan dengan jenis 

berbeda yaitu laki-laki dan perempuan yang menjalin suatu ikatan dengan perjanjian atau 

akad (Faisol, 2017:12).                                                                                                  



Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan sebuah definisi mengenai 

perkawinan menurut hukum Islam mengenai pernikahan, yang berarti: “Sebuah akad yang 

sangat kuat/mitsaaqan ghaliizhan dalam menaati perintah Allah SWT serta yang 

melakukan hal ini merupakan sebuah ibadah”. 

Pernikahan terdapat beberapa rukun dan syarat sahnya pernikahan yaitu laki-laki, 

mempelai perempuan, wali, dan dua orang saksi sserta adanya shighat ijab dan kabul. 

Dalam rukun nikah ini, ijab dan kabul menjadi dua pokok utama dalam melaksaakan ikatan 

pernikahan. Ijab merupakan ucapan orang yang melakukan akad nikah sebagai ucapan 

pertama, sedang kabul adalah ucapan dari pihak lain sebagai ucapan kedua, yakni jawaban 

terhadap ijab (Utsman, 2017:293). 

Pengertian Wali didalam suatu pernikahan merupakan orang yang memiliki           hak untuk 

menikahkan seorang perempuan, dan jikalau wali tersebut sanggup untuk  menjadi wali 

dalam pernikahan tersebut. Tetapi, ada juga wali yang tidak hadir hal ini dikarenakan suatu 

sebab sehingga ia tidak bisa menjadi wali, maka hak kewalian yang dimilikinya bisa 

berpindah kepada orang lain sebagai wali nikah. 

Salah satu aturan mengenai perwalian termaktub didalam Peraturan Menteri        Agama 

Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan, dan di dalam peraturan tersebut, 

terdapat satu pasal yang menjelaskan tentang wali. Wali merupakan rukun yang terpenuhi 

didalam perkawinan, tanpa adanya wali tadi, otomatis perkawinan tersebut dianggap tidak 

sah. 

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang di atas penulis mengambil judul tentang 

“PROBLEM IMPLEMENTASI TAUKIL WALI SEBAB WALI NASAB BERADA 

DITEMPAT JAUH DAN SAKIT (STUDI PANDANGAN KEPALA KANTOR 

URUSAN AGAMA KECAMATAN PRAYA BARAT DAYA, KABUPATEN 

LOMBOK TENGAH, NTB)” 



B. Fokus Penelitian 

1. Bagaimana konsep dan implementasi aturan taukil wali pada Peraturan Menteri 

Agama Nomor 20 Tahun 2019 Di KUA Praya Barat Daya? 

2. Bagaimana peran Kepala KUA Praya Barat Daya dalam menyelesaikan problem taukil 

wali? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis konsep dan implementasi aturan yang berikan oleh 

Kepala Kantor Urusan Agama Praya Barat Daya mengenai taukil wali dalam Peraturan 

Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Kepala KUA Praya Barat Daya dalam 

menyelesaikan problem taukil wali. 

D. Kegunaan Penelitian 

Peneliti berharap agar hasil penelitiannya dapat memberikan manfaat dan kegunaan kepada 

berbagai pihak, diantaranya:  

1. Manfaat Teoritis 

a. Memberikan khazanah keilmuan yang berkaitan dengan wali nasab yang sulit 

memenuhi persyaratan taukil wali dalam penerapan Peraturan Menteri Agama Nomor 

20 Tahun 2019. 

b. Sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya, serta bahan literatur bagi yang membutuhkan 

sumbangan pemikiran. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis, penelitian ini bertujuan agar berguna dan bermanfaat sebagai rujukan 

referensi, khususnya bagi: 

a) Aparat KUA  



Agar lebih mengkaji lagi mengenai wali yang sulit memenuhi persyaratan 

taukil dalam penerapan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019. 

b) Bagi Masyarakat 

Bagi kalangan akademis, dan masyarakat khususnya bagi Mahasiswa 

Universitas Islam Malang dalam menggali atau mengkaji lebih dalam mengenai 

wali yang sulit memenuhi persyaratan taukil dalam penerapan Peraturan Menteri 

Agama Nomor 20 Tahun 2019. 

c) Bagi Peneliti Lain 

Bisa memberikan inovasi penelitian baru khususnya mengenai persyaratan 

taukil dalam penerapan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019. 

E. Definisi Operasional 

Definisi operasional memuat beragam istilah yang akan digunakan dalam sebuah 

pedoman untuk menghindari kesalahpahaman terhadap istilah yang digunakan dalam 

penelitian ini. Adapun definisi yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Implementasi 

Implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan, 

dan implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. 

Kesimpulan impelementasi diatas yaitu sebuah kegiatan maupun tindakan dari adanya 

rencana yang sudah dibentuk terperinci guna merealisasikan tujuan yang ingin 

ditempuh. Dan implementasi dapat direalisasikan ketika semua rencana tadi sudah 

sempurna (Charles, 1996:166). 

2. Taukil Wali 

Istilah taukil dalam bahasa Arab berbentuk masdar, yang berasal dari kata 

wakkala-yuwakkilu-taukilan yang artinya penyerahan atau pelimpahan. Sedangkan di 

dalam etimonologi adalah al-hifz, al-kifayah, ad-daman dan at-tafwid yang memiliki 



arti penyerahan, pendelegasian dan pemberian mandat. Sedangkan dari aspek makna 

etimologi, kedua istilah ini tidak mempunyai perbedaan, hal ini 

disebabkan kedua kata tersebut berasal dari kata yang sama yaitu wakalah (Hendi, 

2011:231). 

3. Wali Nasab 

Wali Nasab merupakan seorang anggota keluarga laki-laki dari calon mempelai 

perempuan yang mempunyai hubungan darah patrilinial dengan calon mempelai 

perempuan. 

4. Kantor Urusan Agama 

Kantor Urusan Agama adalah lembaga yang bernaung dibawah Kementrian 

Agama RI dan melaksanakan tugas berdasarkan peraturan pemerintah, baik undang-

undang pernikahan maupun peraturan Menteri Agama. Lembaga ini juga merupakan 

salah satu lembaga pencatatan pernikahan yang bertugas mendaftarkan dan mengurus 

kelengkapan administrasi pernikahan (Febriyani, 2021:56). 

 



BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan dari hasil maupun pemaparan data yang sudah dijelaskan pada bab 

sebelumnya, maka disini penulis mengambil beberapa kesimpulan dari jawaban atas 

permasalahan yang terjadi, sebagai berikut: 

1.  Konsep dan aturan taukil wali dalam Peraturan Mentri Agama Nomor 20 Tahun 

2019 sudah sesuai dengan apa yang tertulis dalam Peraturan Mentri Agama 

tersebut, yang mana jikalau seorang wali nasab  yang tidak bisa menghadiri akad 

pernikahan calon mempelai perempuan maka diharuskan untuk membuat surat 

penandatanganan taukil wali dengan disaksikan dua orang saksi, dan juga 

dihadapan Kepala KUA domisili/wilayah wali tinggal. Hal ini dilatarbelakangi 

dengan beberapa alasan (udzur). 

2. Peran Kepala KUA dalam problem taukil wali karena jarak jauh dan sakit adalah 

dengan menjadi wali hakim dan ini sesuai dengan Peraturan Menteri Agama RI 

Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim, menyatakan bahwa pasal 1 ayat (2) 

wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh 

Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai Wanita 

yang tidak mempunyai wali. 

B. Saran 

 

 Berdasakan dari kesimpulan yang sudah dijelaskan diatas, maka disini penulis 

memberikan beberapa saran sebagai berikut: 



1. Kepada Kementrian Agama Pusat untuk lebih memperhatikan kondisi sosial 

masyarakat yang terjadi sebelum menerapkan suatu aturan. Dengan melakukan 

sosialisasi kepada Kantor Urusan Agama di Indonesia, hal ini bertujuan untuk 

mengetahui kondisi yang terjadi di masyarakat, dan juga Kantor Urusan Agama 

yang berkaitan juga dapat memahami secara rinci Pasal demi pasal dari tiap-tiap 

isi yang terkandung di Peraturan Mentri Agama. Jadi, Ketika penerapan peraturan 

tersebut dilakukan, semua pihak Kantor Urusan Agama di Indonesia sudah bisa 

memahami secara rinci maksud maupun isinya. 

2. Kantor Urusan Agama memang sebagai pelaksana atas peraturan yang berlaku 

ataupun yang sudah diundangkan. Tetapi, alangkah baiknya jika mereka ikut andil 

dalam pemberian beberapa kritikan atau masukan dalam menanggapi beberapa isi 

peraturan tersebut, hal ini bertujuan agar aturan tersebut sudah bisa dilakukan di 

masyarakat dan sudah relevan juga. Karena Kantor Urusan Agama sebagai 

instansi pemerintah yang lebih sering berinteraksi dengan masyarakat khususnya 

dalam hal pernikahan, dengan hal tersebut mereka lebih memahami kondisi yang 

terjadi di masyarakat. 
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